







A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi pada saat ini sangat erat kaitannya dengan 
permasalahan alat komunikasi, jaringan maupun mesin, namun teknologi saat ini 
juga telah masuk ke dalam berbagai jenis bidang kehidupan manusia, manusia 
merupakan makhluk social (zoon politico),
1
 yaitu manusia sebagai makhluk yang 
tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan 
untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Manusia dapat 
mengambil keuntungan dan manfaat sesuai dengan kemampuannya dari barang 
ciptaan Allah SWT, akan tetapi mereka mempunyai batasan-batasan yang harus 
ditaati sehingga tidak merugikan manusia yang lainnya.
2
Salah satu yang terkena 
dampak perkembangan teknologi adalah dalam bidang peternakan. 
Peternakan merupakan salah satu upaya yang diciptakan oleh manusia 
untuk mempertahankan hidupnya. Allah SWT mengisyaratkan dalam al-Qur’an 
bahwa manusia dituntut agar dapat mempertahankan kehidupannya dengan 
perintah Allah SWT dan menghindari apa yang dilarang-Nya. Salah satu bidang 
muamalah dalam peternakan yang masih menjadi perdebatan saat ini adalah 
dalam penetapan harga jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan. 
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Inseminasi buatan (IB) merupakan proses perkawinan yang dilakukan 
dengan campur tangan manusia, yaitu mempertemukan sperma dan sel telur agar 
dapat terjadi proses pembuahan (fertilisasi). Teknologi IB dilakukan dengan 
maksud agar diperoleh efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan penjantan 
terpilih, menghindari terjadinya penyebaran penyakit melalui sarana reproduksi, 




Inseminasi pada awalnya merupakan salah satu hasil penemuan terbaru 
dalam teknologi pertanian yang bertujuan untuk memudahkan proses perkembang 
biakan pada hewan. Penelitian ilmiah pertama kali dalam bidang inseminasi 
buatan hewan piaraan (pet) ini dilakukan oleh ahli fisiologi dan anatomi asal Italia 
pada tahun 1780, yakni Lazzaro Spallanzani.Setelah sukses melakukan percobaan 
inseminasi buatan pada amfibi, dia terinspirasi untuk mencoba pada anjing 
peliharaannya yang tiba-tiba birahi menggunakan spuit lancip dan langsung 
dideposisikan ke dalam uterus.Setelah 60 hari inseminasi, lahirlah 3 anak anjing 
yang mirip induk dan pejantan yang diambil semennya.Tahun 1782, penelitian 
tersebut dilanjutkan oleh P. Rossi dengan hasil yang juga memuaskan.
4
Lazzaro 
Spallanzani juga membuktikan bahwa daya pembuahan (fertilisasi) semen terletak 
pada spermatozoanya, bukan pada cairan (plasma) semen.Tahun berikutnya 1803, 
Lazzaro Spallanzani menyumbangkan kembali keilmuannya tentang pengaruh 
pendinginan (pembekuan) terhadap viabilitas (daya hidup spermatozoa).Dia 
berhasil membuktikan bahwa semen kuda yang dibekukan dalam salju atau hawa 
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musim dingin tidak selamanya membunuh spermatozoa, tetapi 
mempertahankannya dalam keadaan tidak bergerak dan bisa digerakkan kembali 
dengan dikenai panas (dicairkan).Sperma tersebut mampu bergerak hingga tujuh 
setengah jam.Berkat jasa-jasanya keilmuannya dalam bidang fisiologi reproduksi, 
Lazzaro Spallanzani mendapatkan kehormatan sebagai Bapak Inseminasi.Dengan 
berkembangnya penelitian tersebut dan kemajuan teknologi yang semakin pesat 
serta kebutuhan-kehutuhan lainnya teknologi inseminasi buatan ini mulai 
merambah penerapannya kepada hewan ternak, di antaranya sapi, domba, biri-biri 
dan lain-lain.
5
Penerapan pada hewan ternak tersebut tergolong sangat sukses 
dalam perkembangannya sehingga masyarakat yang bergerak dalam bidang 
peternakan merasa hal tersebut sangatlah membantu dalam mengembang biakan 
hewan ternaknya.Dengan keberhasilan penelitian tersebut dan minat masyarakat 
yang sangat tinggi, produksi dalam teknologi inseminasi buatan mulai dilakukan 
secara masal dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat dan dijual kepada 
masyarakat-masyarakat yang membutuhkannya.Hal inilah yang menjadi satu dari 
sekian banyak alasan terjadinya transaksi jual beli produk inseminasi buatan. 
Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang mempertemukan 
penjual dan pembeli dengan mencapai kesepakatan bersama terhadap barang yang 
diperdagangkan atau dapat diartikan tukar-menukar suatu barang dengan barang 
lain atau uang dengan barang atau sebaliknya dengan syarat-syarat tertentu.
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Jual 
beli yang diperbolehkan dalam ajaran Islam adalah jual beli yang terbebas dari  
unsur keharaman yang secara tersirat berada dalam al-Qur’an. Salah satu unsur 
yang diharamkan dalam jual beli tersebut diantaranya adalah terbebas dari unsur 
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maisyir, gharar dan riba. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah penukaran harta 




Islam telah menetapkan aturan-aturan hukum tentang jual beli seperti yang 
telah diajarkan oleh Nabi, baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk jual beli 
yang diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan.Dalam pelaksanaan jual 
beli yang semakin berkembang tentunya antara penjual dan pembeli harus lebih 
berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli.Nabi SAW menghimbau agar 
dalam akad jual beli, penetapan harga harus disesuaikan dengan harga yang 
berlaku di pasaran secara umum.Disyaratkan dalam akad jual beli, yaitu adanya 
ijab dari pihak penjual dan kabuldari pihak pembeli. Dalam Islam, jual beli yang 
dilakukan harus terhindar dari maisyir, gharar, dan riba. Sebagaimana Firman 
Allah SWT, dalam surat al-Baqarah(2) ayat 275 sebagai berikut: 
أََحم َّ… هَََّّٔ وَََّّٱۡنبَۡيعَََّّٱّلل  َحش  َََّّٔ
ا   ٰٕ بَ  ٥٧٢َّ…ٱنشِّ
“…Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…”.
8
 
Berdasarkan ayat al-Qur’an diatas menjelaskan bahwa hukum jual beli itu 
mubah dan dibolehkan oleh Allah SWT selagi tidak mengandung unsur riba, 
karena riba sendiri itu diharamkan. Dalam jual beli juga harus berdasarkan 
kerelaan kedua belah pihak, tidak boleh menggunakan cara yang telah dilarang 
oleh al-Qur’an dan al-Sunnah.Oleh karena itu nilai-nilai syari’at mengajak orang 
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muslim untuk menerapkan konsep tas’ir (penetapan harga) dalam kehidupan 
ekonomi, menetapkan harga sesuai dengan nilai yang terkandung dalam barang 
tersebut. Dengan adanya tas’ir (penetapan harga) maka akan menghilangkan 
beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau oleh masyarakat, 
menghilangkan praktek penipuan, serta kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan 
mudah dan penuh kerelaan hati.
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Penetapan harga yang mengacu kepada prinsip ekonomi Islam mengenai 
proses jual beli, dimana proses jual beli tersebut tidak mengandung unsurmaisyir, 
gharar, dan riba. Adapun soal penetapan harga hukumya boleh sepanjang tidak 
dzalim dan merugikan orang lain. Adapun kaidah fikih yang 
menjelaskandibolehkannya melakukan akad dalam bermuamalah 
dihalalkansampai ada dalil yang mengharamkannya. 
مهَّا  َعاَيهَتََِّّفِيَّألص  ًه ٌ ََّّال ََّّاإِلبَاَحتهََّّان ََََّّٓعهىََََّّدنِي م َََّّّل ََّّيَذهََّّأَ ًِ ِشي  اتَح   




Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa hukum asal itu berlaku selama tidak 
ada ketentuan atau dalil lain yang mengharamkannya, akibat dari perilaku 
muamalah yang menyalahi hukum Islam. Oleh karenanya, semua transaksi 
ekonomi pada asalnya diperkenankan kecuali apabila didalamnya terdapat unsur 
ketidaklaziman dan/atau bertentangan dengan kaidah hukum Islam.
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Berdasarkan hasil observasi awal bahwa di Kecamatan Kadudampit ada 
sebuah Desa yaitu Desa Undrus Binangun, yang memiliki jumlah penduduk 
sekitar 2704 mata pencahariannya adalah 30% sebagai peternak dan yang 
memperjualbelikan hewan ternak sapi inseminasi buatan. Di Desa Undrus 
Binangun bukan hanya satu atau dua orang saja yang melakukan transaksi 
tersebut.Pelaksanaan jual beli sapi inseminasi buatan yaitu si pembeli terlebih 
dahulu melihat induk sapi yang ada didalam kandang dan memilih-milih induk 
mana yang akan dia beli. Setelah mendapatkan sapi yang cocok kemudian si 
penjual dan si pembeli melangsungkan transaksi atau tawar-menawar harga sapi 
tersebut.Adapun metode penetapan harga jual pada hewan ternak sapi inseminasi 
buatan ini ditetapkan oleh para penjual dengan sistem penaksiran, yaitu melihat 
dari besar atau kecilnya sapi. Kemudian menetapkan harga hewan ternak sapi 
inseminasi buatan tersebut tidak mengikuti harga pasaran yang beredarsementara 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan 
Kabupaten Sukabumi menurut Pasal 18 Ayat 6 dalam menetapkan harga itu sesuai 
dengan harga rata-rata yang diterima peternak dan pasar hewan Kabupaten 
Sukabumi,tetapi yang terjadi di Desa Undrus Binangun ini didasarkan atas aturan 
harga yang berlaku di Desa Undrus Binangun itu sendiri. Penetapan harga dalam 
jual beli dilakukan secara mandiri oleh masing-masing individu atau masyarakat 
Desa Undrus Binangun yang akan melakukan transaksi jual beli 
tersebut.Hargasapi inseminasi buatan ini lebih mahal dibandingkan dengan harga 









Padahal ternyata ada peluang sapi inseminasi buatan ini tidak hamil, 
karena fenomena yang banyak terjadi di Desa Undrus Binangun tidak sedikit 
setiap sapi inseminasi buatan itu mengalami kegagalan pembuahan, tetapi tidak 
mempengaruhi terhadap perubahan harga jual yang harus dibayarkan ke penjual, 
sehingga hal ini bisa membuat pembeli merugi. Dengan demikian penetapan 
harga tersebut seharusnya disesuaikan dengan tingkat risiko yang terjadi, serta 
adanya kelonggaran dalam harga jika terjadi kegagalan pembuahan, dan 
penetapan harga ini sudah lazim dilakukan oleh para peternak karena dengan 
metode tersebut lebih mudah menetapkan harga sapi. Sedangkanpenetapan harga 
sapi yang lazim secara umum adalah dengan menggunakan metode penimbangan 
berat sapi dan didasarkan kepada harga pasaranyang sesuai dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan 
Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sukabumi 
menurut Pasal 18 Ayat 6 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis sangat tertarik untuk 
melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut yang diangkat dalam karya 
ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah 
Tentang Penetapan Harga Dalam Jual Beli Hewan Ternak Sapi 
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B. Rumusan Masalah 
Penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan 
merupakan salah satu praktik dalam kegiatan muamalah dalam bidang peternakan, 
metode penetapan harga jual pada hewan ternak sapi inseminasi buatan ini 
ditetapkan oleh para penjual dengan sistem penaksiran, yaitu melihat dari besar 
atau kecilnya sapi.Kemudian menetapkan harga hewan ternak sapi inseminasi 
buatan tersebut tidak mengikuti harga pasaran sementara dalam Peraturan Daerah 
Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Penjualan Produksi 
Usaha Daerah Bidang Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Sukabumi menurut 
Pasal 18 Ayat 6 dalam menetapkan harga itu sesuai dengan harga rata-rata yang 
diterima peternak dan pasar hewan Kabupaten Sukabumi, tetapi yang terjadi di 
Desa Undrus Binangun ini didasarkan atas aturan harga yang berlaku di Desa 
Undrus Binangun itu sendiri. Penetapan harga dalam jual beli dilakukan secara 
mandiri oleh masing-masing individu atau masyarakat Desa Undrus Binangun 
yang akan melakukan transaksi jual beli tersebut. 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dapat ditarik beberapa pertanyaan 
penelitian sebagai berikut:  
1. Bagaimana latar belakang transaksijual beli hewan ternak sapi inseminasi 
buatan di Desa Undrus Binangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten 
Sukabumi? 
2. Bagaimana proses penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi 






3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang sistem penetapan harga 
dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatandi Desa Undrus Binangun 







C. Tujuan Penelitian 
Dalam pembahasan suatu masalah maka tidak terlepas dari tujuan yang 
akan dicapai. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui latar belakangtransaksi jual beli hewan ternak sapi 
inseminasi buatan di Desa Undrus Binangun Kecamatan Kadudampit 
Kabupaten Sukabumi. 
2. Untuk mengetahui proses penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi 
inseminasi buatan di Desa Undrus Binangun Kecamatan Kadudampit 
Kabupaten Sukabumi. 
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang 
sistem penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatandi 
Desa Undrus Binangun Kecamatan kadudampit Kabupaten Sukabumi. 
 
D. Kegunaan Hasil Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi: 
1. Kegunaan Teoritis 
a. Diharapkan dari hasil penelitian ini memberikan sumbangsih peneliti 
dalam memperkaya khasanah keilmuan Hukum Ekonomi 
Syariahkhususnya dalam bidang jual beli secara sah menurut Hukum 
Syariat Islam. 
b. Menjadi referensi bagi peneliti khususnya dan pada umumnya bagi 
teman-teman yang sedang menempuh S1 Hukum Ekonomi Syariah 






2. Kegunaan Praktis 
a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah 
dengan kenyataan di lapangan. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan membantu memberikan keilmuan 
mengenai hukum jual beli yang baik dimulai dari akad hingga objek 
barang yang akan dijadikan sebagai objek jual beli. Begitupula agar 
menambah keilmuan tentang bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi 
Syariah terhadap masalah sapi inseminasi buatan yang dijadikan sebagai 
salah satu objek jual beli. 
 
E. Studi Pendahuluan 
Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan 
yang berhubungan dengan hukum jual beli yang berkaitan dengan cara penetapan 
harga pada suatu objek dalam jual beli. Tujuan adanya telaahan ini adalah untuk 
menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga 
tidak adanya pengulangan pembahasan dalam skripsi ini. Berikut ini beberapa 
kajian yang berkaitan dengan jual beli yang dilarang oleh syari’at Islam antara 
lain sebagai berikut: 
 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ichwan Firmansyah, yang 
berjudul “Prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Harga Susu Sapi Antara Pihak 
Kelompok Dan Para Petani Produsen (Kasus Di Kelompok Tani Ternak Sapi 
Perah Sedayu Rahayu Pelemsari Umbulharjo Cangkringan Sleman)”, 





artian menetapkan harga sendiri-sendiri, menurut kelompok dasar pertimbangan 
penetapan harganya adalah harga susu sapi yang datang dari luar negeri, 
sedangkan menurut petani dasar pertimbangannya adalah harga pakan yaitu ketika 
harga pakan naik maka harga susu sapi tersebut harus naik.
13
 
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Diah Herisusanti, yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Dan Pembulatan Harga Dalam Jual Beli 
Di Mini Market Pamella Yogyakarta”, menerangkan bahwa dalam Mini Market 
Pamella ini telah terjadi pembulatan harga, misalnya dalam label harga 
bertuliskan Rp. 725,00,- maka pembeli akan membayar dengan uang Rp. 750,00,- 
kemudian pihak pamella mengganti uang kembalian Rp. 25,00,- dengan uang 
recehan Rp. 25,00,- karena sudah langka, maka diganti dengan menggunakan 
kupon untuk beramal dengan sepengatuan dan kerelaan pihak pembeli.
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Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Teguh Arifiayanto, yang berjudul 
“Penetapan Harga Makanan Di Kantin Putra Pondok Pesantren Pandanaran 
Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam”, isinya menjelaskan tentang 
penetapan harga makanan yang dijual di kantin putra berubah-ubah dan harganya 
tidak sesuai dengan kualitas makanan yang dijual karena ada makanan yang 
sebagian tidak layak untuk dikonsumsi bahkan ada yang sudah kadaluarsa tetapi 
masih tetap dijual, hal itu yang menyebabkan konsumen merasa dirugikan.
15
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Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Khasanah, yang berjudul 
“Perspektif Hukum Islam Terhadap Penetapam Harga Jual Minyak Tanah Di 
Desa Bawak, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten”, yang isinya tentang 
penetapan harga jual beli minyak tanah di desa bawak. Penjual minyak tanah 
menginginkan untung yang tinggi, sehingga penjual minyak tanah tersebut 
menjual dengan harga yang semaunya sendiri, padahal harga minyak tanah sudah 
ditentukan dari pihak pemasok (agen) telah menentukan Harga Eceran Tertinggi 
(HET) untuk harga minyak tanah yang telah disubsidi oleh pemerintah.
16
 
Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ayatullah Isnaini, yang berjudul 
“Sistem Penetapan Harga Bunga Melati Teh Di Kecamatan Rakit Kabupaten 
Banjarnegara Jawa Tengah Dalam Perspektif Hukum Islam”, yang menjelaskan 
bahwa para petani bunga melati teh tidak dapat menjual sendiri ke pabrik karena 
jarak pabriknya terlalu jauh dari tempat mereka, oleh karena itu para petani bunga 
melati teh tersebut menjualnya melalui perantara agen. Tetapi ketika agen 
menjualnya di pabrik, agen tidak diberi kesempatan untuk melobi harga yang  









No Nama penulis Judul Persamaan Perbedaan 
1 Ichwan Prinsip-Prinsip Adanya Skripsi ini 
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Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan 
perbedaan dalam penelitian ini, persamaan dengan penelitian terdahulu terletak 
pada penelitian tentang penetapan harga jual beli yang dilarang oleh syari’at Islam 
dan beberapa jenis penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan 
pendekatan deskriptif. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada 
objek, subyek dan lokasi penelitiannya. 
 
F. Kerangka Pemikiran 
Menjalankan seluruh aktifitas dalam melakukan suatu proses jual beli 
yang mengunakan objek yang kurang tepat, ini akan menjadi perdebatan dalam 
keabsahan bertransaksi menurut pandangan ekonomi syariah, dalam hal ini pula 
menjadi hukum kehalalan dan keharaman dalam melakukan transaksi. Maka dari 





terkandung dari operasional yang sedang dijalankan yang mengacu pada prinsip 
dan asas muamalah diantaranya adalah:  
1. Prinsip-prinsip Fikih Muamalah 
Beberapa prinsip Fikih Muamalah adalah sebagai berikut: 
a. Prinsip Dasar 
Prinsip dasar yang menjadi pijakan utama dalam setiap kegiatan 
muamalah terdapat beberapa prinsip yang mendasarinya, yaitu: 
1) Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan). ulama fikih 
sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah diperbolehkan 
(mubah), kecuali terdapat nash yang melarangnya.  
2) Konsep Fikih Muamalahuntuk mewujudkan kemaslahatan Fikih Muamalah 
akan senantiasa berusaha mewujudkan kemaslahatan, mereduksi permusuhan 
dan perselisihan di antara manusia. Allah tidak menurunkan syariah, kecuali 
dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan hidup hamba-Nya, tidak 
bermaksud memberi beban dan menyempitkan ruang gerak kehidupan 
manusia. 
3) Menetapkan harga yang kompetitif masyarakat sangat membutuhkan barang 
produksi, tidak peduli ia seorang yang kaya atau miskin, mereka 
menginginkan konsumsi barang kebutuhan dengan harga yang lebih rendah. 
Harga yang lebih rendah (kompetitif) tidak mungkin dapat diperoleh kecuali 
dengan menurunkan biaya produksi. Islam melaknat praktik penimbunan 
(ikhtikar), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang 





4) Meninggalkan intervensi yang dilarang. Islam memberikan tuntunan kepada 
kaum muslimin untuk mengimani konsepsi qadha dan qadar Allah (segala 
ketentuan dan takdir). Apa yang telah Allah tetapkan untuk seorang hamba 
tidak akan pernah tertukar dengan bagian hamba lain, dan rezeki seorang 
hamba tidak akan pernah berpindah tangan kepada orang lain. Perlu disadari 
bahwa nilai-nilai solidaritas sosial ataupun ikatan persaudaraan dengan orang 
lain lebih penting daripada sekedar nilai materi.  
5) Jujur dan amanah. Kejujuran merupakan bekal utama untuk meraih 
keberkahan. Namun, kata jujur tidak semudah membalikan telapak tangan. 
Kejujuran tidak akan pernah melekat pada diri orang yang tidak memiliki 
nilai keimanan yang kuat. Seseorang yang tidak pernah merasa bahwa ia 
selalu dalam kontrol dan pengawasan Allah SWT. Dengan kata lain, hanyalah 
orang-orang beriman yang akan memiliki nilai kejujuran. Untuk itu, 
Rasulullah memberikan apresiasi khusus bagi orang yang jujur, “Seorang 
pedagang yang amanah dan jujur akan disertakan bersama para Nabi, siddiqin 
(orang jujur) dan syuhada”. 
b. Prinsip Umum 
1) Ta’awun (tolong menolong); 
2) Niat / i’tikad baik; 
3) Al-muawanah / kemitraan; 
4) Adanya kepastian hukum. 





Pengaturan transaksi kegiatan perekonomian yang berbasis syariat Islam 
dilaksanakan dengan memenuhi asas-asas dalam perjanjian Islam ataupun Fikih 
Muamalah, diantaranya sebagai berikut:
18
 
a. Asas Al-Huriyah (kebebasan) 
Dengan memperlakukan asas kebebasan dalam kegiatan perekonomian 
termasuk pengaturan dalam hukum perjanjian. Para pihak yang melaksanakan 
akad didasarkan pada kebebasan dalam membuat perjanjian baik objek perjanjian 
maupun persyaratan lainnya. 
b. Asas Al-Musawah (persamaan dan kesetaraan) 
Perlakuan asas ini adalah memberikan landasan bagi kedua belah pihak 
yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan 
lainnya.  
c. Asas Al-Adalah (keadilan) 
Pelaksaan asas keadilan dalam akad manakala para pihak yang melakukan 
akad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kepentingan-
kepentingan sesuai dengan keadaan dalam memenuhi semua kewajiban. 
 
d. Asas Al-Ridho (kerelaan) 
Pemberlakuan asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan 
harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. 
e. Asas Ash-Shidiq (kejujuran) 
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Kejujuran merupakan nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah 
nama lain dari kebenaran. Nilai kebenaran memberi pengaruh terhadap pihak yang 
melakukan perjanjian yang telah dibuat. 
3. Sumber Hukum  
Al-qur’an surat al- Baqarah (2) Ayat 188 yang berbunyi: 
َلَّ ا َََّّٔ ٕٓ هه نَكهىَّتَۡأكه َٰٕ ىَّأَۡي ِطمََِّّبَۡيَُكه ا ََّّبِٲۡنبَٰ تهۡذنٕه اوََِّّإِنَىَّبَِٓآَََّّٔ ك  ا ََّّٱۡنحه هٕه ٍََّّۡفَِشيٗقاَّنِتَۡأكه لََِّّيِّ َٰٕ ۡثىََِّّٱنُ اسََِّّأَۡي أََتهىََّّۡبِٲإۡلِ ََّٔ
ٌََّ ٕ ًه  ٨١١تَۡعهَ
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 
antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 
(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 




Al-qur’an surat al- Baqarah (2) Ayat 198 yang berbunyi: 
ىََّّۡنَۡيسََّ َُاح َََّّعهَۡيكه ٕا ََّّأٌََّجه ٍَّفَۡعٗلََّّتَۡبتَغه ۡى ََّّيِّ بِّكه ٍََّّۡأَفَۡعتهىَّفَإَِرآََّّس  ت ََّّيِّ
ٔا َََّّعَشفَٰ َََّّفَٲۡركهشه ۡشَعشََِِّّعُذَََّّٱّلل  ًَ َّٱۡنَحَشاِو ََّّٱۡن
ِٔهَّ ٱۡركهشه أََّ ًَ ىَََّّۡك إٌَََِّْذٰىكه ُتهىََّٔ ٍَّكه ٍَََّّقَۡبهِِّۦَّيِّ ًِ ٍَََّّنَ آنِّي ٨٩١َّٱنع 
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari 
Tuhanmu.Maka apabila kamu telah bertolak dari ´Arafat, berdzikirlah kepada 
Allah di Masy´arilharam.Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah 
sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu 




Al-qur’an Surat Al-Nisa (4) Ayat 29 yang berbunyi: 
َا ٓأَيُّٓ ٍَََّّيَٰ ا ََّّٱن ِزي ا َََّّلَََّّءاَيُٕه ٕٓ هه نَكهىَّتَۡأكه َٰٕ ىَّأَۡي ِطمََِّّبَۡيَُكه ََّّٓبِٲۡنبَٰ ٌَََّّأٌََّإِل  َشة ََّّتَكهٕ ََّّتََشاض َََّّعٍَّتَِجٰ
ۡى  ُكه َلََّّيِّ ا َََّّٔ ٕٓ ۡى ََّّتَۡقتههه َّأََفهَسكه
َّ ٌ َََّّإِ ٌَََّّٱّلل  ىَََّّۡكا اَّبِكه ًٗ  ٥٩َسِحي
“Wahai orang- orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan 
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yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.
21
 
Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus 
kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Sebelumnya telah diterangkan 
transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak 
yatim, mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang 
beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk 
transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak 
dibenarkan oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang 
lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. 
Demikian juga dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik 
membunuh diri sendiri maupun saling membunuh.Allah menerangkan semua 
ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih 
Sayang kepada kita. 
Salah satu jual beli yang dilarang oleh syari’at Islam adalah jual beli 
yang mengandung unsur gharar. Sebagaimana dijelaskan didalam hadits 
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: 
َّ ٍ ُ ّهََّّهللاََّسِظيَََّّْهَشيَشةَّابِيََّع لهََََّّٓىَّقَالََََّّع  ٕ ََِّّّهللاهَََّّصه ىَّهللاَََِّّسسه َسه ىََََّّعهَي  َََّّٔ ٍ ٍ ََّّان َحَصاةََِّّبَي عَََِّّع َع ان َغَشسََِّّبَي عَََِّّٔ  
“Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah SAW melarang jual beli 
dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung unsur 
penipuan.(H. R. Jama’ah kecuali Bukhari)”.
22
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Berdasarkan sabda Rasulullah SAW diatas jelas telah dikatakan 
Rasulullah SAW bahwa jual beli gharar itu merupakan hal yang sangat 
dilarang, jadi tidak ada alasan untuk melakukan jual beli seperti ini. Sangat 
besar mudharatnya apabila kita sebagai umat Islam, beliau melakukan atau 
melanggar larangan karena akan menimbulkan sebuah perpecahan di internal 
umat Islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi 
kecurangan antara penjual dan pembeli. 
Menurut Islam, jual beli tidak terlepas dari akad, akad adalah 
perikatan antara ijab dan kabul dengan cara dibenarkan syara’ yang 
menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad harus benar- 
benar didasarkan atas kehendak sendiri, bebas tanpa adanya paksaan.Agar 
suatu akad terpenuhi harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. 
Perdagangan yang Islami, adalah perdagangan yang dilandasi oleh 
nilai- nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang 
menjungjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan.
23
 Dengan adanya 
keadilan ekonomi setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan 
kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Islam dengan tegas melarang 
seseorang merugikan orang lain.
24
 Sebagaimana Firman Allah dalam al-
Qur’an surat asy-Syu’araa (26) ayat 183 sebagai berikut: 
َلَّ َلََّّأَۡشيَآَءْهىََّّۡٱنُ اسَََّّتَۡبَخسهٕا َََّّٔ ا َََّّٔ ٕۡ ٍَََّّٱأۡلَۡسضََِّّفِيَّتَۡعثَ ۡفِسِذي  ٨١١يه
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“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah 
kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.
25
 
Ayat di atas melarang untuk saling merugikan hak-hak orang lain dan 
membuat kerusakan dibumi, oleh karena itu Islam dalam melakukan kegiatan 
ekonomi dituntut untuk saling menjaga hak-hak agar tidak saling merugikan 
antara penjual dan pembeli. Begitu pula dalam penetapan harga harus 
dilakukan dengan harga yang tidak merugikan antara penjual dan 
pembeli.Pada prinsipnya transaksi jual beli harus dilakukan dengan harga 
yang adil, sebab harga yang adil adalah cerminan dari komitmen syariat Islam 
terhadap keadilan yang menyeluruh. 
Secara umum harga yang adil ini adalah harga yang tidak 
menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kedzaliman) sehingga merugikan 
salah satu pihak yang lain. Dalam praktek jual beli pasti melibatkan harga 
atas suatu benda, Islam telah mengatur tentang mekanisme harga berdasarkan 
kebebasan pasar, bahwa harga suatu barang ditentukan oleh penawaran dan 
permintaan, karena Islam mengakui bahwa pengawasan atau peraturan 
datangnya dari masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat yang sudah 
dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam.
26
Dalam akad jual beli, terdapat syarat ijab 
dari pihak penjual dan kabul dari pembeli, serta harga yang disepakati berikut 
mekanisme pembayarannya.
27
 Hal ini disebutkan dalam hadits Rasulullah 
SAW tentang penetapan harga pasar sebagai berikut: 
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َّ ٍ َسََّع ٍ ََّّاَ ُ ّهََّّهللاََّسِظيََََّّيانِكَّبِ لهََّّفَقَالََََّّع  ٕ ََِّّّهللاهَََّّصه ىَّهللاَََِّّسسه ًََََّّعهَي  َسه  ََّٔ ٌ َََّّٕهللاَََّّإِ شهََّّْه َسعِّ ًه َّان بَاِسطهََّّان قَابِطهََّّان 
اقهَّ ص  إَِِّيَّانش  َََّّٔ ٕ جه ألَس  َََّّ ٌ نَي سَََّّهللاَََّّأَن قَىَّأَ ِيَّأََحذ َََّّٔ ههبُه ت ََّّيَط  ًَ هِ ظ  ًَ لََََّّدو ََّّفِيَّبِ ََّيال َََّّٔ
Dari Anas bin Malik r.a Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allahlah 
dzat Yang menetapkan harga, yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang 
maha pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa 
ada seorang pun yang menuntutku atas kedzaliman yang aku lakukan dalam 
masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta.  (HR. Imam yang lima, 
kecuali an-Nasa’i, dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).
28
 
Dari hadits diatas dapat dirumuskan bahwasannya penetapan harga 
yang sesuai dengan syariah adalah dengan mengikuti teori permintaan dan 
penawaran pasar.Hal ini disebabkan karena kebanyakan ulama fikih melarang 
penetapan harga yang dilakukan oleh individu secara sepihak karena 
menyebabkan membahayakan umat dan kerusakan terhadap kondisi 
perekonomian. 
4. Kaidah Fikih 
مهَّ َعاَيهَتََِّّفِيَّاألَص  ًه ٌ ََّّال ََّّاإِلبَاَحتهََّّان ََََّّّعهىََََّّدنِي م َََّّّل ََّّيَذهََّّأَ ًِ ِشي  تَح   




Maksudnya adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada 
dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, 
perwakilan, dan lainnya. Kecuali yang tegas-tegas mengharamkan seperti 
terjadinya kemadharatan, tipuan, judi, dan riba.Secara umum jual beli adalah 
aktifitas muamalah yang dihukumi kebolehannya selama itu mendatangkan 
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kemaslahatan bagi manusia, kebolehan yang dimaksud yaitu selama tidak ada 
unsur kebatalan atau keharaman pada jual beli tersebut. 
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 Tentang 
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Bidang Peternakan Dan 
Perikanan Kabupaten Sukabumi menurut Pasal 18 Ayat 6 dalam menetapkan 





G. Langkah- Langkah Penelitian 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian 
sebagai berikut: 
1. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik 
masalah penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu bentuk 
penelitian yang bertujuan memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data 
sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penetapan 
harga dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan.
31
 
2. Sumber Data 
Penentuan sumber data yang didasarkan atas jenis data yang telah 
ditentukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:
32
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a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang menjadi bahan utama penelitian 
yang dilakukan dan diperoleh langsung dari para penjual dan pembeli. 
b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung data-data primer 
dan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dari kepustakaan yaitu 
bagian-bagian tertentu dari buku-buku, makalah, karya ilmiah (skripsi, tesis), 
jurnal, kitab-kitab fikih dan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan 
yang diteliti. 
3. Jenis Data 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan 
deskriptif.Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk 
membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 
antar fenomena yang diselidiki.
33
Sedangkan jenis data yang digunakan adalah 
data kualitatif yaitu bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-
kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang dapat diamati dan 
kemudian menganalisis penetapan harga dalam jual beli hewan ternak sapi 
inseminasi buatan saat sekarang. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data, berupa perpaduan antara teknik 
lapangan dan teknik perpustakaan dengan perincian operasionalnya sebagai 
berikut: 
a. Observasi, merupakan suatu proses pengambilan data yang dilakukan dengan 
cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek penelitian 
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yang diteliti dengan cara langsung dan terencana bukan 
kebetulan.
34
Penggunaan teknik ini dimaksudkan agar peneliti dapat 
melakukan pengamatan secara langsung terhadap praktik penetapan harga 
dalam jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan di Desa Undrus 
Binangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. 
b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 
ide melalui tanya jawabmengenai masalah yang sedang diteliti dengan para 
responden di Desa Undrusbinangun Kecamatan Kadudampit Kabupaten 
Sukabumi untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan tanya 
jawabsecara langsung kepada para penjual dan pembeli. 
c. Studi dokumentasi dan kepustakaan dilakukan dengan membaca, mendalami, 
dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang 
dapat digunakan untuk mendukung dan melengkapi penelitian ini serta 
mengungkapkan teori dan konsep yang terkait dengan penelitian. 
 
 
5. Pengolahan dan Analisis Data 
Adapun langkah terakhir yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisis 
data dengan cara sebagai berikut: 
a. Mengumpulkan data; langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan 
informasi tentang pelaksanaan jual beli hewan ternak sapi inseminasi buatan 
di Desa Undrus Binangun  Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi. 
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b. Menyeleksi data, suatu proses dalam melakukan pengelompokkan data yang 
didapatkan dilokasi penelitian. 
c. Menganalisis data, merupakan tahap dari proses penelitian karena dalam 
isinya itu terdapat uraian- uraian yang akan menjawab permasalahan dalam 
penelitian ini dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah- kaidah 
yang berlaku dalam penelitian.  
d. Menyimpulkan, tahap ini merupakan tahapan akhir dalam suatu penelitian 
dan dari kesimpulan tersebut akan diketahui tentang hasilakhir dari penelitian. 
